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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019, pada persidangan terbuka
untuk umum Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata
gugatan sederhana, telah datang menghadap :

PT. BPR Nusamba Cepiring, cabang Ungaran, berdomisili hukum pada
PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran di Ruko
Ungaran Square No. 745, Jalan Diponegoro Ungaran,
Kabupaten Semarang,

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

a 12 Ardian Reza Putra, Kepala Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Kredit, PT. BPR. NUSAMBA
CEPIRING, Cabang Ungaran

2. Dwi Haryono, Kepala Bidang Kredit PT. BPR.
NUSAMBA CEPIRING, Cabang Ungaran

3. Mochamad Sabidin, Staff Pembinaan dan
Pengawasan Kredit, PT. BPR. NUSAMBA CEPIRING,
Cabang Ungaran

Sebagaimana Surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober
2019,

Kemudian disebut sebagai Pihak |(Pertama);
dan

1. Daryatno, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 04-06-
1979, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Sidomukti,
RL006, Rw.001, Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan,

Kabupaten Semarang;
25 Ngatikah, lahir di Kab. Semarang, tanggal lahir 24-05-1983,

jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Sidomukiti,
Rt.006, Rw.001, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan,
Kabupaten Semarang

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Pihak II(Kedua);

Bahwa selanjutnya Pihak I(Pertama) dan Pihak lI(kedua) menerangkan
kedua belah pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan

Osctarmer

Kapanteraan Idahkamah Agung Repubik Indbnesia bensaha untuk selaki mencantumian nfbommaal pating kini dan aleirat sebagai bentsk kome:
peiakaanasn fingsi peracilan. Narmun dasrn tedaat ira yang ke saffan, hol mans skan ferus karm porbahi dan wakty kewsktu.
Onlarm hal Avcs o pads sius it yong ads, namun maka harsp sogera hubungi Kepanitersan Mahiarnsh Agung RI melh -

Errand : hepaninaan (matkarhegung goid  Tel : 02 1-384 3348 (ext.318) Halaman 1




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Akta
Perdamaian terhadap perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr, yang isinya
adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak bersepakat untuk menaati isi dalam kesepakatan dan atau
akta perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pokok
pinjaman beserta bunga-bunga nya serta bunga dan atau biaya kerugian Pihak
Pertama sebesar : Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara
dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 November 2019 sebesar
Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan yang ke dua pada tanggal 13
Desember 2019 sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa sejumlah pelunasan kewajiban Pihak Kedua tersebut yang akan
dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat pada hari Kamis tanggal 14
November 2019 sebesar dan pada hari Jumat 13 Desember 2019;

Pasal 4

Bahwa jika Pihak Kedua dan ketiga tidak memenuhi sejumlah tersebut
pada Pasal 2 dan pada batas waktu pada tersebut pada Pasal 3, Pihak Kedua
sepakat untuk dihitung pelunasan normal dalam penghitungan di Bank/Pihak
Pertama;

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua/Tergugat cidera janji pada batas waktu
tersebut pada pasal 2 dan pada Pasal 3, Pihak Kedua/Tergugat sepakat dan
bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan pada Sertipikat Hak Milik
(SHM) No. 422, Luas : 82 m2 yang terletak Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen,
Kabupaten Semarang atas nama Ngatikah (Pihak ke tiga/Tergugat Il) secara
sukarela dalam keadaan kosong tidak berpenghuni;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat sepakat untuk dilakukan penjualan dimuka
umum dan/atau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) terhadap jaminan hutang; Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 422,
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Luas : 82 m2 yang terletak Desa Sidomukti, Kecamatan Bawen, Kabupaten
Semarang atas nama Ngatikah (Pihak ke tiga/Tergugat I1), jika Pihak
Kedua/Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan
uang kepada Pihak Pertama/Penggugat sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh
tiga juta rupiah), dan jika ada sisa dari hasil penjualan di muka umum dan/atau
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maka sisa
nya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua/Tergugat;

Pasal 7

Bahwa Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk menanggung semua biaya-
biaya yang timbul dalam pelaksanaan Sita Eksekusi/Penjualan dimuka umum
pada Pasal 6 tersebut;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menanggung biaya perkara dibagi
secara tanggung renteng;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum
dikemudian hari;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyatakan dengan adanya kesepakatan perdamaian
diantara Para Pihak ini, maka Para Pihak ingin kesepakatan perdamaian ini
dikukuhkan dengan akta perdamaian oleh Hakim pemeriksa;

Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan perdamaian
tersebut dan kemudian menanyakan kembali kepada kedua belah pihak yang
bersengketa perihal isi Kesepakatan perdamaian terhadap perkara Nomor
29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr dan mereka membenarkan dan menyetujui isinya;

Berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
sebagaimana telah diatur kedua belah pihak di dalam akta perdamaian pasal
8(delapan), maka menurut pendapat Pengadilan biaya perkara tersebut
dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai

berikut:
PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Unr
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